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STAITDAR BIAYA PER^'ALAITAIT DII{AS
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TAIII,IT AITEIGARAIT 20 17

WAIIKOTA KOTIIMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan

efisiensi pembiayaan untuk pe4'alanan dinas di lingkungan

Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2O17, srerta

guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017, dipandang perlu menerbitkan standar biaya perjalanan

dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan

Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu

ditetapkan dengal Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355); ,..



3.

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

44381;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan

Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 ter^tarrg Aparatur Sipil

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 lentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tetntang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2O16

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun anggaran 2Ol7; hf

8.

9.

10.



11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu

Tahun Anggaran2OlT;

12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 61 Tahun 2016

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2Ol7;

MEUUTUSKAIT:

Menetapkan : PERATURAI| WALIIIOTA K(}IADIOBAGU TEIITAIIG STAITDARD
BI,AYA PER^'ALAITAIT DINAS BAGI PB'ABAT NEGARA,
PIMPIITAI{ DAIT AIT(X}TA DPRD, PEGAWAI ITEGERI SIPIL DAIT
PEGAWAI TIDAI( TEIAP DI LIITGIfi'NGAN PEUERIITTAH KOTA
KOTA}IOBAGU TAIIUil AITGGARAIT 2017

BAB I
I{EIEITTUAI{ T'DIT'M

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Kota Kotamobagu;

2. Walikota adalah Walikota Kotamobgu

3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kotamobagu;

4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah

kmbaga Perwakilan Ralyat daerah yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah;

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

Kota Kotamobagu

7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kotamobagu;;

8. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara

Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Polri);

9. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

10. Pendamping Pejabat Negara adalah istri atau suami dari

Pejabat Negara; {tt



11. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan

Pemerintah Kota Kotamobagu;

12. Pegawai Tidak Tetap adalah tenaga kontrak yang diangkat

dengan Keputusan Walikota d,an/atau Keputusan Kepala

SKPD;

13. Peq'alanan Dinas Luar Negeri adalah pe{'alanan dinas yang

dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk
kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang;

14. l4.Pe4alanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut
pe{alanan dinas adalah peialanan ke luar tempat kedudukan

baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya

sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang

dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk
kepentingan negara atas perintah Pejabat yang Berwenang,

termasuk pedalanan dari tempat kedudukan ke tempat
meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan

dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang

dituju di dalam negeri;

15. Pery'alanan Dinas Lokal adalah Perjalanan Dinas dalam

wilayah Kota Kotamobagu.

16. Surat Perintah T\rgas yang selanjutnya disingkat SPI adalah

Surat T\rgas yang ditandatangani oleh Pejabat yang

berwenang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri

Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan

perjalanan dinas;

17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut

SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai

Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan

pe{alanan dinas;

18. Tempat kedudukan adalah tempat kota/kantor satuan kerja

berada;

19. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan pedalanan

dinas ke tempat tqjuan;
2O. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan

perjalanan dinas; h



21. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Kotamobagu.

Pasel 2

Pejabat Negara, Fimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan peq'alanan

Dinas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah

atasannya.

Pasal 3
(1) Pelaksanaan perjalanan dinas yang berdasarkan undangan

resmi, dilaksalakan dengan ketentuan:

a. Untuk undangan yang ditujukan kepada Walikota, dapat

diwakilkan kepada Wakil Walikota, Sekretaris Daerah,

Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD berdasarkan

pendelegasian tertulis dari Walikota.

b. Untuk undangan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah

dapat diwakilkan kepada Asisten Sekretaris Daerah dan

Kepala SKPD berdasarkan Pendelegasian tertulis dari

Sekretaris Daerah.

c. Pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan undangan resmi

untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon

IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya dilaksanakan

berdasarkan pendelegasian tertulis dari atasan langsung.

d. Pelaksanaan pe{alanan dinas yang tidak sesuai dengan

ketentuan huruf a, b dan c diatas, dianggap tidak sah dan

tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat

dibayarkan.

(2) Pelalsanaan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi,

dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Perjalanan Dinas untuk konsultasi hanya dapat

dilaksanakan ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan

Pemerintah Pusat, Tidak dibenarkan melaksanakan

konsultasi ke daerah lain.

b. Pelaksanaan konsultasi harus diikuti oleh pejabat

berkompeten minimal pejabat eselon IV dan dapat

didampingi oleh maksimal 1 (satu) orang staf.

c. Pe{alanan Dinas untuk mengantar laporan, data ataupun
proposal maksimal oleh 2 (dua) orang pegawai negeri sipil.



(1)

(2t

(3)

Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan

hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 5

Pe{alanan Dinas Dalam Daerah Kotamobagu dapat

dilaksanakan sepanjang berkaitan dengan tugas-tugas

Monitoring, Sosialisasi, Kunjungan Kerja, Penyerapan

Aspirasi, tugas pengawasan serta tugas pendataan dan

penagrhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk kegiatan sosialisasi serta kegiatan sejenis yang

dilaksanakan dalam wilayah Kota Kotamobagu oleh SKPD

dilingkungan pemerintah Kota Kotamobagu, diberikan
pengembalian uang transport sebesar Rp. 100.000,0O (Seratus

ribu rupiah) setiap peserta.

Dokumen pertanggungiawaban pengembalian uang transport

untuk pelaksanaan sosialisasi serta kegiatan sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Daftar Penerimaan Undangan;

b. Daftar hadir peserta; dan

c. Daftar penerimaan pengganti uang transport.

Pa6al 6

Untuk Pe{alanan Dinas Dalam rangka mengikuti Kursus, Diklat

dan Kegiatan sejenisnya yang membutuhkan kontribusi biaya dan

Perjalanan dinas yang akomodasinya ditanggung oleh panitia

pelaksana kegiatan yang diikuti, diberikan biaya berupa :

a. Penginapan selama satu hari sesudah pelaksanaan dan

dibayarkan lumpsum.

b. Uang representasi dan uang saku dibayarkan sebanyak hari
pelaksanaan pedalanan dinas, dibayarkan lumpsum.

c. Uang makan selama dua hari (satu hari sebelum dan satu

hari sesudah) dan dibayarkan secara lumpsum.

d. Uang Transport dan Tiket dari tempat kedudukan ketempat

tujuanpergipulang. h



Pasal 7
(1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara,

pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri dan pegawai

tidak tetap, harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPI) dan

Surat Perintah Peq'alanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani

oleh pejabat yang berwenarg;

(2) Bentuk Surat Perintah Peg'alanan Dinas (SPPD) sebagaimana

dalam l,ampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah

Peg'alanan Dinas (SPPD) sebagaimana di maksud Pasal 7 yaitu :

a. Bag Walikota dan Wakil Walikota, SPT dan SPPD

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota,

dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani

oleh Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota.

b. Bagi Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh

Walikota atau Wakil Walikota, dalam hal pejabat tersebut

berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh

Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;

c. Bagi para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota dan Pimpinan

SKPD (lnspektur/ Sekretaris Dewan, Kepala Dinas

Badan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat)

SPT dan SPPD di tandatangani oleh Sekretaris Daerah atas

nama Walikota, dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka

ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama

Walikota;

d. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil

lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang

berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SPPD di

tandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, SPT

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota,

dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka SPT

ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama

Walikota;

e. Apabila Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Administrasi

Umum berhalangan, maka SPT dan SPPD sebagaimana

dimaksud huruf a, b, c dan d, ditandatangani oleh Asisten
b



f.

yang ada atas nama Walikota.

Bagi Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Honorer Paramedis Unit
Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah yang

bertugas untuk mendampingi pasien yang akan dirujuk, maka

SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD Rumah

Sakit Umum Daerah.

Dokumen SPT dan SPPD yang tidak sesuai dengan ketentuan

huruf a, b, c, d, e, dan f, dianggap tidak sah dan tidak dapat

dipertanggungiawabkan serta tidak dapat dibayarkan.

Khusus untuk Penandatanganan SPT dan SPPD dalam

Daerah ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 9

Peq'alanan Dinas bagr Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a kebawah

hanya dimungkinkan untuk tenaga teknis, montir, sopir, ajudan

dan sejenisnya, serta pegawai tidak tetap atas izin pejabat yang

berwenang menandatangani SPT dan SPPD.

BAB II
BIAYA PER^'AI,/INAIY DINAS

Pasal 1O

Besarnya Satuan Braya peg'alanan dinas dalam negeri

bagi Pejabat Negara, Pimpinan / Anggora DPRD, Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta jenis fasilitas

diterima sebagai mana tercantum dalam l,ampiran II dan III

Peraturan Walikota ini.

Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri

atas komponen-komponen sebagai berikut:

a. Uang Harian;

b. Biaya Transport;

c. Biaya Penginapan;

d. Uang Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan

anggota DPRD serta Pejabat Esselon II.

e. Sewa Kendaraan dalam kota pada tempat tujuan bagi

Pejabat Negara;

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dibayarkan secara Lumpsum, yang terdiri dari:

a. UangSaku; h

h.

(1)

(2)

(s)



(4)

(5)

b. Uang Makan; dan

c. Transport [.okal.

Khusus untuk pelaksanaan peq'alanan dinas dalam propinsi

Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo, Komponen biaya

uang harian dalam bentuk transport loka1 hanya diberikan

untuk perjalanan yang tidak menggunakan kendaraan dinas.

Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dibayarkan sesuai biaya rill (Af Cosl) yang terdiri atas:

a. Peqialanan dinas dari tempat Kedudukan sampai Tempat

Tujuan keberangkatan dan kepulangan (biaya angkutan

udara / angkutan darat / angkutan laut) termasuk biaya

ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan

keberangkatan.

b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun /
bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d dibayarkan sebanyak jumlah hari pelaksanaan

Perjalanan Dinas.

Biaya Pe{alanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan (2), digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :

a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan

Pendamping Pejabat Negara (Isteri / Suami);

b. Tingkat 8.1 untuk Pimpinan DPRD;

c. Tingkat 8.2 untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;

d. Tingkat 8.3 untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

(Asisten, Staf Ahli,Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala

Dinas dan Kepala Badan)

e. Tingkat C untuk Pejabat eselon III atau Gol. IV dan yang

disetarakan;

f. Tingkat D untuk Pejabat eselon IV atau Gol. III, Ketua TP-

PKK dan yang disetarakan;

g. Tingkat E untuk PNS Gol. II, Gol. I, Pegawai Tidak Tetap,

Pengurus dan Anggota TP-PKK, Pengurus dan Anggota

Dharmawanita dan yang disetarakan;

Pasal 11

Biaya pengin apai / akomodasi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 10 ayat (2) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya
tll[

(6)

(71

(1)



(21

(3)

(41

(s)

(1)

l2l

Rill (At Cos{ sebagaimana lampiran II.

Dalam hal pelaksanaan pe{alanan dinas tidak menggunakan

fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga

puluh persen) dari biaya penginapan sesuai dengan tingkatan

pelaksana pedalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.

Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara

sebagaimana dimaksud pasal 1O ayat {21 huruf e dapat

diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan

pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan sesuai

dengan biaya rill (at CosQ sebagaimana lampiran II.

Biaya Angkutan Udara/Angkutan Darat/Angkutan [,aut

sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (5) huruf a

pelaksanaanya dibayar seluruhnya sesuai biaya rill (at cost)

termasuk biaya pass masuk lainnya dari tempat
pemberangkatan sampai di tempat tujuan.

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah

termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan

pajak.

Pasal 12

Dalam melaksanakan peq'alanan dinas untuk pendamping,

didasarkan atas undangan yang mengharuskan pejabat Negara

dimaksud mengikutsertakan pendamping.

Pasal 13

Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat

Eselon II, III dan IV serta Staf atau yang disetarakan dalam

melakukan Perjalanan Dinas di luar Daerah dari Kotamobagu

ke tempat tujuan diberikan biaya transport 1 (satu) kali

Pery'alanan pergi pulang (PP) dan dibayarkan sesuai dengan

biaya Rill (at cosQ.

Bagi pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas

roda 4 (empat) diberikan biaya bahan bakar minyak sebesar

Rp. 5O0.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan

secara lumpsum sebagai pengganti biaya transport untuk:

a. Perjalanan Dinas dari Kotamobagu ke Bandara/Pelabuhan
qqpergi-pulang (PP);



b. Pefalanan Dinas dari Kotamobagu keluar daerah dalam

wilayah propinsi Sulawesi utara dan Gorontalo pergi-

pulang (PP)

Pasal 14

Untuk pelaksanaan Peg'alanan Dinas Luar Negeri, jenis biaya

serta besaran pembayaran untuk pelalsanaan peq'alanan dinas

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

33|PMK.O2 /2016 tentang standar biaya masukan tahun

arlggaran 2Ol7 .

Pasal 15

(l) Ketentuan Peg'alanan Dinas pada Peraturan Walikota Ini
berlaku bagi Perjalanan Dinas yang dibebankan pada (APBD)

Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2Ol7 .

(2) Peq'alanan Dinas Dalam Daerah untuk Aparat Pengawas

Internal Pemerintah (APIP) akan diatur tersendiri dengan

Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pejabat yang melakukan pe{alanan dinas selambatJambatnya 7

(tujuh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan

tertulis pada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.

BAB III
PEIIUTI'P

Pa:al 17

Dokumen pertanggungiawaban peq'alanan dinas terdiri dari :

Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas

(SPPD) rampung, Tiket Pesawat udara/Tiket Kapal laut/Tiket
bus/Buldi biaya angkutan darat lainnya/Tiket kereta api), bukti
naik pesawat (boardirry pass) serta bukti biaya jasa pelayanan

penumpang pesawat tudara (airport ta4 atau pass masuk lainnya

serta bukti pembayaran hotel apabila menggunakan fasilitas biaya

hotel.

Pasal 18

Pejabat yang berwenang, Pejabat/ PNS yang mel,akukan Perjalanan

Dinas bertanggung jawab atas ketertiban dan elisiensi

h



pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkup SKPD masing-

masing.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita

Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu /
Pada tanggal 3 Januari 2OLV,\

(TWALTKOTA K(yTAI|ToBAGU /

I{IP. 19730308 199311 1 (x)l

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR I



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : I TAHUN2Afi
TANGGAL : 3 CA'uuact 2Ol7
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PE.IAEIAT NEGARA,

PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2017

KOP SKPD

Nomor :

Lembar ke:

SI'RAT PERIIYTAII PER.'ALANAIT DINAS (SPPDI

1 Pejabat Pemberi Perintah

2 Nama/NIP Pegawai yang

melaksanakan peg'alanan dinas

3 a. Pangkat dan Golongan a.

b. Jabatan/Instansi b.

c. Tingkat Biaya Pe{alanan

Dinas

c.

4 Maksud Perjalanan Dinas

5 Alat angkutan yang dipergunakan

6 a. Tempat berangkat a.

b. Tempat Tujuan b.

7 a. la.manya Perjalanan Dinas a.

b. Tanggal berangkat b.

c. Tanggal harus kembali/tiba

di tempat baru *)

c.

8 Pembebanan Anggaran

a. Instansi a.

b. Akun b.

9 Keterangan lain-lain

Kotamobagu, 2Ol7

Kepala SKPD

Pangkat
Nip..



I. Berangkat Dari :

(Tempat Kedudukan)
Ke:
PadaTanggal :

Kepala SKPD

II. Tiba Di
Pada Tanggal

Berangkat dari
Pada Tanggal

l7l. Tiba Di
Pada Tanggal

Berangkat dari
Pada Tanggal

fV. Tiba Di
Pada Tanggal

Berangkat dari
Pada Tanggal

V. Tiba Di :

(Tempat Kedudukan)
PadaTanggal :

Kepala SKPD

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.

PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD

VI. Catatan Lain-lain

VII. Perhatian
Kepala SKPD yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pa.ra pejabat
yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab
berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugt akibat
kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya



(
LAMPIRAN II : PERATURAN WALII(oTA KOTAMOBAGU

NOMOR : I TAHUN2Ol7
TANGGAL: t JANUALI2ot7
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PE.JABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGSTA DPRD, PEGAwAI NEGERI sIPIL DAN PEGA*AI TIDAKTEf,AP DI LINGKUNGAN PEMERIIMAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2OT7

RITCIAtr BIAYA IiOIFOTTil PERT'ILAIAT DIIT8

(

No. JENIS BIAYA

TINGKAT A TINGKAT B. I TINGKAT 8.2 TINGXAT B.3 TINGKAT C TINGKAT D TINGKAT E

KETERANGAN( Pejabat Negara ) (Pimpinan DPRD)
(Anggota

DPRD/Seloetaris
Daerah)

5

(Pejabat Pimpinan
Tinggi katama/

Asieten/ Staf Ahli/
Sekw'an/

Inspektur/Kadis/
Kaban

6

(Es. III / col. IV) (Es. IV / col. III) (Gol I / II)

I 2 3 4

I

PER.'AIATAIS DITAA LUAR PR,OVITBI SI'LAWESI UTARA
A. PENGINAPAN / AKOMODASI
B. UANG HARIAN :

. UANG MAKAN
- UANG SAKU
- TRANSPORT LOKAL

C. UANG REPERESNTASI

7 8 9 10Rp I2.O2O.O0O Rp 4.54O.fl1O Rp 4.19O.qX) RD 3.l5o.qxl Rp 2.O6O.(XX) Rp I,7OO,(XX) Rp l.3OO.fiX, Omng / HariRp 720.NO Rp 1.49o.OOo Rp I.49O.OOO Rp l.IOO.OOO Rp 800.ooo Rp 650.000 Rp 450.000
Rp 2.O50.OOO Rp 1.9OO.oOO Rp 1.45O.OOO Rp 1.25O.OoO Rp 1.O5O.OOO Rp 850.OOORp Too.OOO

Rp 1.OoO.OOo

Rp soO.oOO

Rp l.loo.ooo

Rp 650.000
Rp 9OO.OOO

Rp 5OO.oOO

Rp I.OOO.OOO

Rp 600.000
Rp Soo.oOO
Rp SoO.Ooo

Rp sOO.OoO

Rp 55O.OOO

Rp Too.ooo
Rp 2OO.Ooo

Rp 600.000

Rp 45O.OOO

Rp 600.000
Rp 2Oo.OOO

Rp 35o.OOo
Rp 50O.OOO

Rp 2OO.oOO

Rp 2sO.OoO
Rp 4OO.OOO

Rp 2oo.ooo

II SEWA KENDAMAN DAI,AM KOfA (BAGI PE.JABAT NEGARA) Rp l.OOO.(xX)
/ Hari

III BIAYA TRANSPORT DIBAYARKAN SESUAI DENGAN
BIAYA RIIL

* KI1G.MANADO
( BANDARA P4

* TEMPAT TUJUAN-
BANDARA ( PP)

IV

PERJAI..ANAN DINAS LUAR KOTA KOIAMOBAGU
(DALAM PROVINSI SULUT DAN GOROI,ITALO )
A. PENGINAPAN / AKOMODASI
B. UANG HARTAN :

. UANG MAKAN

. UANG SAKU

. TRANSPORT LOXAL
C, UANO REPJRESMASI

Rp 5.8to.fiX) Rp S.8lo.o@ Rp 3.610.firc Rp 2.6OO.(XX, Rp l.890.qr0 Rp 1.550.fiX) Rp 1.l7o.qx) Omng / Hui
Rp 3.2Oo.OOO Rp l.560.000 Rp I.560.000 Rp I.OOO.OOO Rp 690.OOO Rp 550.Ooo Rp 37o.OOo
Rp 2.O50.OOO Rp I.75O.0OO Rp I.650.000 Rp 1.IOO.OOO Rp I.2Oo.OOO Rp l.oOO.oOO Rp 800.oooRp TOO.OOO

Rp 85o.OOO

Rp SoO.OOO

Rp 600.000

Rp 650.000
Rp 8oO.@O
Rp SOO.OOO

Rp 5@.ooo

Rp 600.0@
Rp 75o.OOO

Rp 3Oo.OoO

Rp 4OO.OOO

Rp
Rp

500.ooo
600.ooo

500.oooRp

Rp 4OO.@O
Rp SoO.OOO

Rp 3OO.OOO

Rp

Rp

Rp

300.ooo
400.ooo
300.ooo

Rp
Rp

Rp

200.ooo
300.ooo
300.ooo

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH / WILAYAH KOTA
(OTAMOBAGU Rp l5o.ooo Rp lSo.OOO Rp l50.o@ Rp lso.ooo Rp l5o.Ooo Rp 15o.ooo Rp no/oo

tlu/ALIKoTA KOTAMOBAGU,

W
TATONG BARA



('(

LAMPIRAN Itr : PER.IITURAN WAUKOTA KG'TAMoBAGU
NOMOR : I TAIIIrN 2017
TANGGAL: ! ttuq'\ 2or7
TEMANG : SIANDAR BTAYA PER.'AI.ANAN DINAS BAGI PE.JABAT I,IEGARA, PTMPTNAN DAN ANCTOIA DPRD, IIEGAWAI NEGEiRI SIPIL DAN

PEGAWAI TIDAK TETAP DI UNG(UNGAN PEMERIMAH KOTA KMAMOBAGU TAHUN ANCGAIIT{N 2OI7

tlroJraa Tr lt*roEfAlr DtoI ?E AIAT iIOAIA IrA! TDGAVAI ;tql8r Slptt / EIOA'AIarD r rllAp

htrrALrKoTA KoTAMoBAGU 6
@

TATONG BARA

NO. GOLONGAN

TINGKAT

PERJALANAN

DINAS

TRANSPORTASI

PESAWAT

UDARA
KAPAL LAUT

KERETAAPI /
BUS

LAIN}fYA

1 Walikota, Wakil 1trr61iLo1" A Bisnis VIP/KELASIA Eksekutif Sesuai Kenyataan
,2 Pimpinan DPRD B.1 Bisrris VIP/KELASIA Eksekutif Sesuai Kenyataan

3 Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah 8.2 Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan

4 Eselon II E}.3 Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Keuyataan

5 Eselon III / Golongan IV c Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan

6 Eselon IV / Golongan III D Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan

7 PNS Golongan II, I dan Pegawai Tidak Tetap E Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan


